
PERATURAN DAERAH 

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 7 TAHUN 2002 

TENTANG 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2001 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang: bahwa setelah dibahas sesuai mekanisme yang berlaku dan 
mendapatkan persetujuan DPRD berdasarkan Keputusan DPRD 
Nomor 14/DPRD/2002 tanggal 22 - 5 - 2002 maka Sisa Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara 
Timur Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649), 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

4. Undang. 



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4022); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3691 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3692); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Ppemerintah; 

13. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dana 
Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, 
Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah; 



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang 
Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang 
Daerah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 
Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan 
Pengendalian Kredit Anggaran; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang 
Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan 
Bangunan; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 
September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1998; 

22. Keputusan. 



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha 
Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 
1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis 
Tata Usaha Keuangan Daerah ; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang 
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 
8 Pebruari 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 

27. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 
2001 Tanggal 4 Januari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001; 

28. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 
2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001. 

Dengan 



Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001. 

Pasal 1 

(1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2001 terdiri atas: 

a. Pendapatan: 
- Pendapatan Rp. 354.382.226.083,00 

b. B e l a n j a : 
- Ru t i n Rp. 157.056.553.747,00 
- Pembangunan Rp. 56.990.994.891.00 

Rp. 214.047.548.638.00 
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah berlebih Rp. 140.334.677.445,00 

(2) Apabila dalam pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Nusa Tenggara Timur 
terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001, terdapat temuan yang 
wajib disetor menjadi penerimaan Daerah, maka penerimaan Daerah tersebut 
akan ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2002. 

Pasal 2 

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 
2001 sejumlah Rp. 16.808.166.760,00 
Terdiri dari: 
a. Pendapatan Rp. 16.808.166.760,00 
b. Belanja Rp. 16.808.166.760.00 

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Rp. N IH I L 



Pasal 3 

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-l/A 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas 
dan Sisa Perhitungan APBD menurut C-ll sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

(3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini adalah: 
a. Lampiran Peraturan Daerah (C-l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

III Peraturan Daerah ini. 
b. Perhitungan Pendapatan (C/l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 

Peraturan Daerah ini. 
c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/l) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 
d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/l/R) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
d. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/l/R) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI i Peraturan Daerah ini. 
^ Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/l/P) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 
9rf. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/l/P) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. 

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 2 
Peraturan Daerah ini yaitu: 

a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X Peraturan Daerah ini. 

b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XI Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5. 



Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal, 22 Mel 2002 
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Diundangkan di Kupang 
Pada tanggal 22 Mei 2002 
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